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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

Sebagai berikut : 

1. Kehadiran covid-19 ini telah mempengaruhi aktifitas pelayanan publik, 

akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang mengacu kepada 5 dimensi 

dalam melihat kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman, bahwa 

dampak covid-19 terhadap kualitas pelayanan publik di kantor 

DPMPTSP kota Mataram ini tidak berdampak secara khusus mengacu 

dari kelima dimensi tersebut, meskipun terdapat hal yang berubah saat 

muculnya pandemi covid-19 ini, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun terdapat beberapa 

kekurangan dan kendala, akan tetapi hal itu sudah terjadi sebelum 

munculnya covid-19 ini. Jadi kualitas pelayanan publik yang di berikan 

oleh DPMPTSP kota Mataram di tengah pandemi covid-19 ini tidak 

berubah. 

2. Cara/strategi yang dilakukan oleh DPMPTSP kota Mataram dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan publik di antaranya yaitu penerapan 

pelayanan melalui sitem online seperti OSS dan pengirimam berkas 

melalui kurir Pos. Strategi lain yaitu pembatasan waktu pelayanan 

sampai jam 12.00 siang, dan juga harus menerapkan protokol kesehatan 

yang disiplin. Selain itu DPMPTSP kota Mataram juga menerapkan 
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sistem pelayanan dengan 2 layar komputer di setiap meja petugas yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi setiap strategi 

tersebut dalam pelaksanaannya belum maksial secara keseluruhan.  

1.2. Saran 

Dalam rangka mendukung Cara/strategi yang dilakukan oleh 

DPMPTSP kota Mataram dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, 

maka disarankan agar DPMPTSP kota Mataram dapat lebih meningkatkan 

lagi terkait dengan kualitas SDM para pegawainya secara menyeluruh, 

misalnya mengadakan pelatihan untuk para pegawai. Kemudian perlu 

adanya sosialisasi tentang pelayanan berbasis online, agar dapat 

mempermudah pelaksanaan pelayanan berbasis online/daring. Selain itu, 

DPMPTSP pun harus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan OPD 

lain, agar pelaksanaan pelayanan publik dapat benar-benar tersingkron 

dalam satu sistem. 
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